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SEMUA ERA PEMERINTAHAN MENYATAKAN KOMITMEN

TURUNKAN KEMISKINAN

AWALIL RIZKY | KEPALA EKONOM IHN

Komitmen diikuti alokasi anggaran APBN bagi program perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan, yang terbilang cukup besar.

Sebagian program merupakan kelanjutan atau penyempurnaan periode pemerintahan
sebelumnya. Sebagian merupakan program dan kebijakan baru pada satu periode
pemerintahan.

Tiap periode memiliki karakteristik tertentu yang lebih menjadi andalan.

Sebagian program dan kebijakan diselenggarakan khusus untuk menghadapi peristiwa
tertentu, hingga tampak lebih terpadu.

Ada pula program yang kurang atau belum terstruktur.

Secara dokumen resmi, kebanyakan program dikatakan memiliki tujuan dan sasaran
yang berbeda. Sedangkan dalam realisasinya, masih terdapat banyak tumpang tindih
dan kekurangjelasan di lapangan.
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sebelum Reformasi

(sebelum 1998)

Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Tabungan dan Kredit Usaha
Keluarga (Takesra dan Kukesra)

Program Pembinaan dan
Peningkatan Pendapatan
Petani/Nelayan Kecil (P4K).

Jaminan kesehatan PNS, ABRI,
veteran perintis kemerdekaan
beserta anggota keluarganya
(Perum Husada Bhakti)

Jaminan Ketenagakerjaan (PT
Jamsostek)

Jaminan pensuiun PNS (PT
TASPEN)

Jaminan pensiun ABRI (Perum
ASABRI)

Periode Krisis Ekonomi (1997-
1998)

JPS bidang pangan: OPK

JPS bidang ketenagakerjaan:
Padat Karya

JPS bidang pendidikan:
program beasiswa untuk
siswa dan Bantuan dana
Operasional Sekolah

JPS Bidang Kesehatan

Pemberdayaan Daerah dalam
Mengatasi Dampak Krisis
Ekonomi (PDMDKE)

Program Pengembangan
Kecamtan (PPK)/Kecamatan
Development Program (KDP)

Penanggulangan Kemiskinan
di Perkotaan (P2KP)/Urban
Poverty Program (UPP,

Pasca Krisis Ekonomi - 2014

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin
(Askeskin) dan Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas)

Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan
Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM)

Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar
(ASLUT)

Asistensi Sosial Orang Dengan
Kecacatan (ASODK)

Program keluarga Harapan (PKH)
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
PNPM Mandiri

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kesejahteraan Sosial Anak
(PKSA)

Kelompok Usaha Bersama (KUBe)

$
[
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Setelah tahun 2014

Sistem Jaminan
Sosial Nasional
(SJSN),

Sistem
Perlindungan
Sosial
Terintegrasi

Bantuan untuk Komunitas Adat Terpencil
Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial
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PENGKLASIFIKASIAN PROGRAM KEMISKINAN ERA SBY | DAN SBY Il g

INSTITUST HARKAT NEGERI

 Sosialisasi pengkategorian program dan kebijakan berdasar empat kluster program.
Tiap kluster terdiri dari berbagai program. Program tersebut tidak hanya ditujukan bagi
penduduk miskin, melainkan juga bagi yang hampir miskin dan yang rentan miskin.

* Kluster | merupakan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial
Terpadu Berbasis Keluarga. Diantaranya: beras miskin (raskin), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan PKH (Program Keluarga
Harapan).

* Kluster Il merupakan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat. Contohnya adalah program PNPM Mandiri.

* Kluster Il merupakan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Contohnya adalah program Kredit
Usaha Rakyat (KUR).

* Kluster IV merupakan program lainnya, seperti: Program Rumah Sangat Murah, Program
Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih Untuk Rakyat, Program Hemat
Listrik dan Hemat Air, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program
Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

AWALIL RIZKY | KEPALA EKONOM IHN JUMAT, 24 JULI 2020 4/18




ERA JOKOWI I DAN I

» Sebagian besar program era SBY I-ll dilanjutkan pada era Jokowi I-ll, dengan beberapa
perubahan yang dianggap sebagai perbaikan.

» Era Jokowi | menambahkan program dan kebijakan strategis.

« Sebagiannya yang sering dikedepankan kini adalah: (1) perluasan cakupan program
Bidikmisi, PKH dan PBI JKN, (2) menaikkan indeks manfaat program PKH, (3) menaikkan
tarif iuran segmen PBI program JKN pada tahun 2016, (4) meningkatkan alokasi dana
desa, dan (5) transformasi subsidi rastra menjadi bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra);
(6) Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menambahnya dengan UM.i.

AWALIL RIZKY | KEPALA EKONOM IHN JUMAT, 24 JULI 2020 5/18




PUBLIKASI APBN
tentang Anggaran Kemiskinan,
sering berubah definisi

PUBLIKASI TERKINI
menyebutnya

Program Perlindungan Sosial
dan Pengentasan
Kemiskinan

Triliun Rp
2144
200 4
1724
150 4
1312
1190 -
100 4 935
i3
50 4
0 T T T T 1
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Real* APBN

& Pelayanan Kebutuhan Dasar  @Pemberdayaan Masyarakat
& Dulamgan UMK ®Program Pro Rakyat

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
No. Program NST
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBN
1 |Program Indonesia Pintar (PIP)
Alokasi (Triliun Rp) 11,6 6,6 11,2 10,8 10,7 11,0 11,2 11,1
Sasaran (Juta Siswa) 23,6 11,0 20,5 20,7 20,0 20,4 20,5 20,1
2  Bidikmisi
Alokasi (Triliun Rp) 15 2,2 2,7 3,2 37 4,0 49 6,7
Sasaran (Juta Siswa) 158,3 220,0 266,8 324,5 358,2 392,6 463,6 8194
3 |Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)
Alokasi (Triliun Rp) 34 44 5,6 76 11,3 17,5 32,7 29,1
Sasaran (Juta Siswa) 2,3 28 35 6,0 6,23 10,0 10,0 10,0
4  |Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Alokasi (Triliun Rp) - 1,6 19,3 20,8 28,1
Sasaran (Juta Siswa) - 1,2 15,6 15,6 15,6
5 |PBl Jaminan Kesehatan Nasional/KIS
Alokasi (Triliun Rp) 8.2 19,9 19,9 24,8 254 25,5 26,7 26,7
Sasaran (Juta Siswa) 75,9 86,3 88,0 91,1 92,3 92,4 96,8 96,8
6 |Bantuan Langsung Tunai (BLT/BLSM/PSKS)
Alokasi (Triliun Rp) 9,7 6,4 95 -
Sasaran (Juta Siswa) 15,5 15,5 15,0
7 |KUBE/UEP
Alokasi (Triliun Rp) 0,5 0,6 0,5 04 0,3 0,2 0,3 0,3
Sasaran (Juta Siswa) 53,9 69,0 2437 200,8 140,3 118,8 101,8 1350
8 [Subsidi (diluar Subsidi Pajak)
Alokasi (Triliun Rp) | 351,0 386,2] 177,58 164,90004 157,2 206 4 2129 1754
9 |DanaDesa
Alokasi (Triliun Rp) | | | 208 | 467 | 508 | 599 [ 700 | 720
10 |Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Alokasi (Triliun Rp) - 15 25 3,0 1,0
Sasaran (ribu Debitur) - 307,5 500,0 600,0 2410
Total 385,9 426,2 247,6 258,4 271,5 346,3 3824 3725

HTT HARKAT NEGERI
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BELUM SEPENUHNYA EFEKTIF DAN TEPAT SASARAN: Pengakuan
tentang Efektivitas Program dalam Paparan Menkeu di DPR 18 Juni

INSTITUT HARKAY NEGERI

rogram Bansos dan Subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran e Efektivitas dalam menurunkan angka kemiskinan

karena masih dinikmati desil 5-10 cenderung menurun
100% F
I I 16 -
4 lecsemeecccccccccaa. . | Sumber: BKF 2020
it T - T “a |
iy 2* e e w 3 2015 §2017 W2018
Inclusion I 12 |
40% E |
rror : 210
T DE .
ﬂ-,; o R B N B R R i e pe—p—— - - -I g
Termiskin 2 3 4 5 6 7 : 9 Terkaya 3 06 7
m i
=== PG === Listrik PKH PIP BansosPangan —— PEI 02 -
o o
Sumber. BKF 2020 PIP LPG  Rastra BPNT  Solar  PKH  Listrik
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TABEL 4.5
BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

BESARAN BANTUAN/KELUARGA/TAHUN
. PO} J
GRAFIK 4.7 NO| KOMPONENBANTUAN 2007 | 203 | 205 | 2016 | 20072018 | 2019 2020
PROGRAM KELUARGA HARAPAN -
A. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga
40 - 1. Reguler :Rp 200.000  300.000  500.000  500.000 550.000 -
100 10,0 100 2. PKH AKSES : Rp - - - , 1.000.000 -
D

30 1 B Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH
6,0 6,2 1. Ibu hamil :Rp  800.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 2.400.000  3.000.000
20 2. Anak usia dini : Rp - - FLAT 2.400.000  3.000.000
35 5.8D :Rp  400.000  500.000  450.000  450.000 1.890.000 sd 900.000 900.000
_ . 4. SMP :Rp  800.000 1.000.000  750.000  750.000  2.000.000 1.500.000  1.500.000
10 5 5.5MA : Rp - - 1.000.000 1.000.000 2.000.000  2.000.000
- . 6. Disabilitas berat  Rp . : : : 2400000  2.400.000
0 7. Lanjut usia : Rp - - - - 2.400.000  2.400.000

2015 2016 2017 2018 Outlook APBN
2019 2020 Bantuan Minimum Per KPM :Rp  600.000  800.000  950.000  950.000 1.450.000 900.000
m Alokasi (triliun rupiah)  e=ee=Sasaran (juta KPM) Bantuan Maksimum Per KPM : Rp 2.200.000 2.800.000 3.700.000 3.900.000 10.150.000 10.800.000
Sumber: Kementerian Keuvangan Mekanisme Penyaluran Tunai Tunai Tunai Tunai Non Tunai  Non Tunai Non Tunai
Sumber Kementedan Keuangan
o | 257 Dari total kelompok pengeluaran 20 persen
I terbawah (M), 25,57% nya menerirna PKH.

Q2 yang menerima sebanyak 18,26%.
o [N - (sumber data gambar BPS)
N -

Akan tetapi PKH masih banyak yang salah
os [l sasaran. Masih terdapat rumah tangga Q3
15 20 25 »  hingga Q5 yang menerima PKH.
= 2019

o
(&)
=
o
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RASKIN/RASTRA, BPNT, Kartu e <
sembako ] R
» Rastra merupakan program penanggulangan 150
kemiskinan bldan% pangan memalui subsidi
bera:s bagi rumah tangga miskin dan rentan 100 -
miskin. 155

« Sejak 2017, penyaluran beras bersubsidi mulai
dialihkan melalui program Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNTS).

« Pada 2019, BPNT digunakan hanya untuk . sRem(ouje) BRNTuajivy
membeli beras dan/atau telur di e-Warong Sunber Kemeoredian Kevaneao

« Bantuan ataupun subsidi berupa raskin 15 1739
(rastra) sebenarnya hanya ditujukan untuk -
rumah tangga berpendapatan rendah. o - '

-
15.51 15.11 13.63

« Dalam klasifikasi BPS, merupakan rumah H | =

14.04 , 12.56
tangga miskin dan rentan miskin. il Laos -
10.19 _.56
8.45 6.35
6.35 o
I 3?8 1.46
I liS
D2 D3 D4 D5 D6 D8

» Akan tetapi, survei BPS menunjukkan bahwa °

2015 2016 2017 2018 Outlook APBN
2019 2020

rumah tangga desil pengeluaran kelompok
menengah dan atas masih cukup banyak yang
menerima raskin (rastra).

o N~ OO

D1
m 2008 2019
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Program Indonesia Pintar (PIP) melalui KIP; Kelompok terbawah (Q1) yang menerima
19,15% dari total penduduk pada kelompok tersebut Kelompok menengah dan atas ... e
(Q3 sampai dengan Q5) masih cukup banyak yang menerima PIP.

" CQ\. " -
o’. ~\\

25

20.31

“ 19.15
17.66
165 HEws
" 13.86
11.03 11.01

10 9.56

649  6.56

5.84
5
167 18 178

. 1 1

Q4 Q3 Q2 Q1

Q5
m2017 =2018 =2019
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KONSEP DASAR PERLINDUNGAN SOSIAL MENURUT PEMERINTAH A

INSTITIST HARKAT NEGERI

Konsep dasar perlindungan sosial mencakup tiga hal, yaitu bantuan sosial (Bansos), jaminan
sosial (Jamsos) serta jaring pengaman sosial (social safety net).

Bansos berfokus pada masyarakat miskin dan rentan (Bottom 40) dengan sumber dana dari
Pemerintah (Non-Contributory System). Program bansos di Indonesia yang berikan oleh
pemerintah pusat mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program
Indonesia Pintar, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bantuan luran Program Jaminan
Kesehatan Nasional, serta asistensi untuk penduduk usia lanjut dan disabilitas.

Sedangkan program jamsos berfokus pada seluruh penduduk atau pekerja dengan sumber
dana dari individu atau pemberi kerja (Contributory System). Mencakup program Jaminan
Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk yang dikelola oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan program Jaminan Ketenagakerjaan (Jaminan
Kematian, Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Pensiun) seluruh pekerja yang dikelola oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini, Jaminan Ketenagakerjaan untuk PNS
dan TNI/Polri masih dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri.

Program jaring pengaman sosial esensinya program yang disiapkan untuk melindungi
masyarakat miskin dan rentan dari kemunduran sosial akibat goncangan perekonomian
atau bencana.

AWALIL RIZKY | KEPALA EKONOM IHN JUMAT, 24 JULI 2020
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Klaim Pemerintah tentang Konsep (Sistem) Perlindungan Sosial Saat INI

¢

INSTITIUT HARKAT NEGERI

Bagan 3 Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia Saat Ini

¢ (&
Anak Usia Dini Anak Usia Sekolah Usia Produktif Usia lansia
0-6 7-18 19-59 ==60

Jaminan Kesehatan nasional

Jaminan Jaminar}n{l-(gcelakaan Jaminan Pensiun
Sosial ==

Bantuan luran untuk Jaminan Kesehatan Nasional

Bantuan pangan --> Sembako Murah

PKH Anak PKH Anak
Usia Dini Usia Sekolah

PKH lbu PKH Lansia

PKH Disabilitas

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2020) Gambar disalin dari dokumen KEM-PPKF 2021

Perlindungan Sosial
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GAMBAR 4.1
BASIS DATA TERPADU UNTUK KETEPATAN SASARAN PROGRAM

)

¢

INSTITIUT HARKAT NEGERI

Basis Data Terpadu

untuk Ketepatan Sasaran Program

A40%l.....-l..ll.l....."l.l.»BDTBerbas|s

I T Keluarga
{ { Program Indonesla sehat melalul i Jumilah Rumah Tangga (RT)
za 1N AEE (Se8 juta grwm =) J - » 27.308.510
T it G TS ~ bt R r Al S . i S s

g Jumilah Keluarga (KK)

=l 000 et e e e e P e -

£ e - Tl SLASO.S04
= ' 2;" P JS NG ia Pirtar (P1P) I — - Jumlah Ponduduk (Jiwa)
.~ 25% 1R AN | Enelalul Karty INGONnosa Pirear (KIP) | » 99.359.312
N | (?0 1 juta siswa) ) H

- {1 A (LR e i R S R

E‘ BDT Berbasis
Bl e I O L S S ~ Nonkeluarga

21 1R BN », SO e iinaraa Haspan (i) )' e Individu (Jiwa)
___________ o > 509.041
. B e e,
9,41% 10 R - a >| 25, ]4ju(a‘sj.l‘\‘ﬂnaa)n Hmoa) )I
S BT e e
£
=
=
Keterangan:

*) Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Januari 20719

Sumber: Bappenas. diolah

Gambar disalin dari NOTA KEUANGAN DAN APBN 2020
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TARGET PERLINDUNGAN SOSIAL APBN 2020

Capaian dan
Target
Perlindungan
Sosial

Kredit Pembiayaan Ultra Mikro

(Juta Dehitur, Akumulasi)

2018 & 0,8
2019 & 1,4
2020 & 1,6

Bidikmisi/ Program Indonesia Pintar PBI Program JKN
KIP Kl.lllah{ribu mahasiswa) (Juta Siswa) (Juta Jiwa)
-
2018 ‘gg 392,6 2018 ‘;;% 20,4 2018 ﬁ 92,4
- -
2019 (Y| 463,6 2019 ﬁ% 201 2019 ﬁ 96'8
-
2020 gq 819,4 2020 S8 20,1 2020 il 96.8
Bansos Pangan/ Kartu Sembako Program Keluarga Harapan
(Juta KPM) (Juta KPM)
O HO
2018 [~ 15,6 2018 Ny 10
2 ~
2019 15,6 2019 t'-‘% 10
2020 =~ 15,6 2020f : 10

Gambar disalin dari INFORMASI APBN 2020
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Gambar 7 Peta Penerima Perlindungan Sosial pada Masa Penyebaran COVID-19

B e T

Bansos Sembako Bansos Tunai BLT Dana Desa

P Kel
Sasaran Harapan (PKH)~  Kartu Sembako SUEKIN Liswik Jabodetabek Non Jabodetabek
7+ 5,6 juta KPM
Pelatihan: Rp1 jt/bulan
56 DKI: insentif: Rp600 rbvbin
1,3 juta KPM Survei (3x): Rp50 th

Bodetabek: ) 11 juta KPM
600 rb KPM 9 juta KPM Rp600 rivbin

[
i § 450 VA:
& 24 juta RT Sembako Rp600 rivbin Rp600 rivbin
E g (Gratis) di luar Penerima PKH ~ diluar Penerima PKH i luar Penerima PKH,
E zt dan Kartu Sembako dan Kartu Sembako Kartu Sembako,
= g Bansos Sembako,
® 900 VA: fiuac Vet dor
é 10 juta KPM 7.2 juta RT SR
indeks bantuan per
komponen naik 25%
TERMISKIN
Jangka bulanan selama 12 bulanan selama 12 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan April - Okt/Nov
Waktu bulan bulan (April, Mei, Juni)  (April, Mei, Juni) (April, Mei, Juni) (April, Mei, Juni) Insentif 4 bulan

Tambahan Anggaran Rp8,3T Rp10,9T Rp3,5T Rp 3,42T Rp 10,0T

Rp 21,2 T (£35% Dana

Total Anggaran Rp37,4T Rp43,6T Rp58,29T Rp 3,427 Desa sesuai klaster
Permendes 6/2020)

Rp20,0T

DTKS: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sumber: Bappenas, Kemenkeu 2020

Gambar disalin dari dokumen KEM-PPKF 2021
JUMAT, 24 JULI 2020
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PENANGANAN COVID DAN PEMULIHAN EKONOMI
Pemerintah memberikan dukungan stimulus untuk mengurangi dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat

N A2
2 7 ~

INSTITIUT HARKAT NEGERI

BIAYA PENANGANAN COVID-19
PANDEMI COVID-19 MEMBERIKAN EFEK (Rp695,20 T)
PADA SELURUH ASPEK KEHIDUPAN

Kesehatan
_t. : 0l AN | Rp87,55 T I
' 11 £

ni Perlindungan Sosial
Kesehatan Sosial Ekonomi Keuanga Rp203,90T
n Insentif Usaha
BERDAMPAK PADA PERTUMBUHAN EKONOMI Rp120,61T
DAN KEMISKINAN/PENGANGGURAN !
UMKM
Pertumbuhan -0,4% s.d.2,3% Rp123,46 T
Ekonomi : :
Pembiayaan Korporasi
Kemiskinan Gt~ +1,89 s.d.+4,86 Rp53,57 T
org)
Pengangguran (jt + 2, 92 s.d. +5, 23 SEktoral K/L & Pemda
org) Rp106,11T
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REFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN SUBSIDI

Integrasi dan sinergi antar program untuk menjamin ketepatan sasaran dan efektivitas program yang

Perlindungan pendapatan serta bantuan

Subsidi BPNT e

PGlistrk | KertuSembako L PXH | wrep | idikwisi | PBIKN
Z Y
2 Jiaris

Kartu Sembako s .

n / Integrasi PKH-PIP KIP Kuliah ~ Perbaikan
n . data PBI JKN
a Bantuan Lansia dan Disabilitas Intergrasi data
= (dikeluarkan dari PKH) (DTKS) <€
2 KLUSTER DAYA BELI KLUSTER PENDIDIKAN+KESEHATAN

Untuk memperkuat kualitas modal manusia pada

EEMEMTERIAN KELIANGAN
RIPUIALIE | RGO NE S

Kartu Pra Kerja
PBI JKK dan JKM

Tambahan Kontibusi
JHT

KLUSTER

KETENAGAKERJAAN
Siap masuk pasar tenaga kerja

untuk membeli makanan bernutrisi

penduduk miskin dan rentan

dan saat tidak bekerja

UPAYA PENYEMPURNAAN

» Sinergi dan integrasi program bansos, subsidi, dan jaminan sosial
— Integrasi PKH -PIP dan Subsidi listrik dan LPG ke Bansos (kartu Sembako)
— Sinergi Kartu Pra-Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan = prioritas
pekerja formal/informal yang terdampak resesi ekonomi
— Review dan penyesuaian besaran bantuan dan jumlah penerima
bantuan (PBI JKN,KIP Kuliah, Kartu Sembako, serta PKH-PIP);
— Target KIP Kuliah meningkat menjadi 1,14 juta Mahasiswa;

AWALIL RIZKY | KEPALA EKONOM IHN

= Penyempurnaan DTKS sebagai basis data penerima bansos dan subsidi

» Penyempurnaan mekanisme perlindungan sosial yang adaptif terhadap risiko
(bencana/resesi ekonomi)=*jaring pengaman sosial untuk automatic stabilizer;

= Bantuan iuran bagi PBPU dan BP, target kartu sembako 20 juta KPM
(al. UKM,Petani, nelayan)

= Sinergi dengan program pemberdayaan seperti KUBE, UMI, KUR serta program
ketenagakerjaan (BLK & Pra Kerja)

JUMAT, 24 JULI 2020
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Sebelum ada pandemic covid-19 pun, Pemerintah telah klaim memiliki konsep kebijakan yang
“menyeluruh” tentang perlindungan sosial bagi 40% masyarakat terendah.

Alokasi dana APBN telah cukup besar tiap tahun, dan masih demikian pada APBN 2020

Klaim tentang jumlah penerima manfaat “cukup meyakinkan” dan menjangkau hampir seluruh
“bottom 40”.

Data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu telah ditetapkan melalui
Kepmensos. Dan Pengelolaan data terpadu Kesejahteraan ditetapkan melalui Permensos. Bisa
dikatakan, Pemerintah (Kemensos) telah memilki data yang terus di update.

Berdasar klaim dalam dokumen resmi (seperti Nota Keuangan dan APBN) itu, seharusnya
Pemerintah telah memiliki data yang cukup presisi, by name by address

Program dan anggaran perlindungan sosial bahkan ditambah dari Pemerintah daerah

Jika saat ini ada “kekisruhan data” dalam penyaluran bansos terkait pandemic covid-19 berarti
program perlindungan sosial selama ini pun TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK

Bansos terkait covid-19 lebih merupakan “top up dan scale up” program yang ada. Tambahan
anggaran tampak kurang banyak, dan kelemahan bawaan pelaksanaan sebelum pandemic turut
terbawa

Diperlukan perubahan mendasar terhadap konsep dan pelaksanaan program perlindungan sosial
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